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Abstrak  

Praktik-praktik korupsi hampir terjadi di setiap daerah di 

Indonesia, mulai dari kasus kecil hingga sangat kompleks, 

Pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tetapi 

harapan untuk menimbulkan efek jera dengan terpenjaranya 

pelaku koruptor ternyata tidak terjadi. Sistem whistleblowing 

dalam meningkatkan audit forensik yang efektif, transparan, 

dan bertanggungjawab akan mendorong dan meningkatkan 

partisipasi karyawan untuk melaporkan dugaan kecurangan 

yang diketahuinya. Meskipun demikian, sampai saat ini 

belum banyak terlihat bagaimana peran sistem pelaporan dan 

perlindungan bagi whistleblower dapat mendorong 

munculnya whistleblower pada sektor pemerintah. Penelitian 

ini menguji pengaruh whistleblowing terhadap peningkatan 

hasil audit forensik dalam pengungkapan tindakan korupsi 

oleh auditor pemerintah. Populasi sasaran adalah 35 orang 

ahli dibidang Akuntansi, Audit, dan Pajak di Medan dengan 

31 sampel, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan 

convinience sampling. Responden adalah seseorang yang 

bekerja dalam bidang Auditor, akuntan publik, pajak. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

referensial study. Metode analisis yang menggunakan 

bantuan SPSS digunakan untuk menguji hipotesis dan 

menggunakan laporan whistleblowing perusahaan pupuk 

kaltim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

Whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Meningkatkan hasil Audit Forensik . Hasil ini memperoleh 

informasi mengenai perlunya praktik whistleblowing yang 

diperluas dengan menggabungkan aspek audit. Dengan 

demikian, whistleblowing dapat berkontribusi terhadap 

peningkatan hasil audit forensik 
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I. PENDAHULUAN 

Praktik-praktik korupsi hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia, mulai dari 

kasus kecil hingga sangat kompleks, misalnya kasus korupsi kecil di tahun 2013, 

mantan rektor UNSYIAH menjadi tersangka kasus korupsi dana umum beasiswa 

Universitas Syiah Kuala yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 

(APBA) tahun 2009-2010 senilai Rp 3,6 miliar (Burhanudin, 2013). Menurut 

ICW (Indonesia Corruption Watch) terdapat kasus korupsi kompleks yang belum 

tuntas, antara lain : (1) kasus korupsi boikot Bank Century; (2) suap cek pelawat 

pemilihan deputi BI; (3) Kasus Nazaruddin mengenai wisma atlet dan 2 

hambalang; (4) Kasus mafia pajak yang berkaitan dengan Gayus Tambunan dan 

jejaring mafia yang lain; (5) Rekening gendut jenderal Polri. Pemberantasan 

korupsi telah banyak dilakukan, tetapi harapan untuk menimbulkan efek jera 

dengan terpenjaranya pelaku koruptor ternyata tidak terjadi. Hal ini disebabkan 

karena penegakkan hukum di Indonesia tidak bebas dari permainan uang dan 

pengaruh kekuasaan. Strategi-strategi yang telah dirumuskan oleh berbagai 

lembaga pemerintah seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan 

LSM seperti MTI dan ICW masih belum mampu menuntaskan permasalahan 

korupsi yang sudah menjamur (Wiratmaja, 2010). 

 

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sedikit demi sedikit telah memperbaiki 

citra Indonesia. Tahun 2007 berdasarkan Transparency International menunjukkan 

Indonesia berada di urutan 143 dengan nilai 2,3, skor ini menunjukkan penurunan 

sebesar 0,1 dibandingkan IPK 2006 (Malik et. All, 2007). Kenaikan yang cukup 

signifikan dialami Indonesia pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. IPK 

Indonesia berada diurutan ke-126 dengan skor 2,6 atau naik sebesar 0,3. Tahun 

2009, IPK Indonesia bergerak naik menjadi 2,8, tetapi skor ini tidak terlalu 

signifikan dan masih dalam wilayah negara yang masih terpersepsikan korupsi 

(Masduki, 2009). Tahun 2010 berdasarkan hasil Transparansi Internasional (TI), 

Indonesia masih bertahan dengan IPK 2,8 (Lubis, 2010). IPK Indonesia 2011 

menjadi 3,0 yang mengalami kenaikan 1,0 dari IPK 2,0 pada tahun 2004. 

Kenaikan IPK tersebut merupakan peningkatan tertinggi di antara seluruh negara 

ASEAN dalam rentang waktu yang sama (Yulianto dan Diantika, 2011). 

 

Mengingat sistem whistleblowing cukup efektif untuk mendeteksi kecurangan 

untuk membantu audit forensik, saat ini hampir sebagian besar instansi 

pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 

Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki sistem penanganan 

pengaduan untuk mengurangi fenomena korupsi di lembaga publik. Sistem 

whistleblowing dalam meningkatkan audit forensik yang efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab akan mendorong dan meningkatkan partisipasi karyawan untuk 
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melaporkan dugaan kecurangan yang diketahuinya. Meskipun demikian, sampai 

saat ini belum banyak terlihat bagaimana peran sistem pelaporan dan 

perlindungan bagi whistleblower dapat mendorong munculnya whistleblower pada 

sektor pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengaplikasikan teori 

ini dalam berbagai konteks seperti kepatuhan pajak (Bobek dan Hatfield, 2003; 

Hidayat dan Nugroho, 2010), perilaku akuntan publik (Buchan, 2005), keputusan 

etis manajer (Carpenter dan Reimers, 2005), perilaku whistleblowing oleh chief 

financial officer (Uddin dan Gillett, 2002), niat whistleblowing pada mahasiswa 

bisnis (Montesarchio, 2009), serta dalam pembuatan anggaran (Su dan Ni, 2013). 

Meskipun demikian, penelusuran pada sejumlah publikasi ilmiah menunjukkan 

bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan pada perilaku auditor pemerintah. 

Auditor pemerintah adalah auditor pada instansi pemerintahan yang bertugas 

melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan berbagai unit organisasi 

sektor publik. Apabila auditor memiliki niat yang tinggi untuk mengungkapkan 

kecurangan yang terjadi, dan diaktualisasikan pada tindakan whistleblowing. maka 

hal tersebut diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi pada 

instansi pemerintah. Dengan demikian, topik penelitian ini penting dan menarik 

untuk diteliti kembali secara lebih mendalam dalam upaya untuk mencegah 

praktik penyimpangan dan kecurangan pada lembaga publik.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh tindakan whistleblowing terhadap audit forensik. Penting 

untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat pegawai untuk 

melakukan tindakan whistleblowing yang di matching dengan audit forensik agar 

organisasi dapat merancang kebijakan dan sistem whistleblowing yang efektif. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi regulator dan lembaga 

profesi untuk menetapkan regulasi terkait audit forensik dengan tindakan 

whistleblowing, serta menetapkan sistem penanganan pengaduan yang 

implementatif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Rumusan 

Masalah Apakah Whistleblowing berpengaruh dalam meningkatkan hasil audit 

forensik oleh auditor pemerintah? Dengan tujuan mengetahui adanya hubungan 

Whistleblowing berpengaruh dalam meningkatkan hasil audit forensik dalam 

pengungkapan korupsi oleh auditor pemerintah? 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1. Menurut Charterji (2009) dalam Purjono (2012) Audit Forensik (forensic 

auditing) dapat didefinisikan sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu 

keadaan yang memiliki konsekuensi hukum. Menurut Wiratmaja (2010) 

audit forensik merupakan suatu pengujian mengenai bukti atas suatu 

pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan 

keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk 

kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit forensik lebih menekankan 

proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit 
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tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses 

persidangan. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur 

audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di 

pengadilan. Audit ini meliputi prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan 

tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti. Teknik-

teknik yang digunakan audit untuk mengidentifikasi dan menggabungkan 

bukti-bukti guna membuktikan, seperti berapa lama fraud telah dilakukan, 

bagaimana cara melakukan fraud tersebut, berapa besar jumlahnya, di mana 

dilakukannya, serta oleh siapa pelakunya (Purjono, 2012). Purjono (2012) 

juga menjelaskan auditor forensik pertama kali harus mempertimbangkan 

apakah ia memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk 

menerima pekerjaan tersebut karena audit forensik memerlukan 

pengetahuan tentang investigasi fraud dan pengetahuan tentang hukum  

secara luas dan mendalam. Tahap perencanaan merupakan tahap kedua 

setelah penerimaan tugas. Tahap ini mengidentifikasi jenis fraud yang 

terjadi, seberapa lama fraud yang berlangsung, siapa pelaku, dan 

kuantifikasi kerugian financial yang diderita klien. Auditor 

mempertimbangkan cara terbaik mendapatkan bukti dan memberikan saran 

untuk pencegahan terjadinya fraud tersebut. Tias (2012) mengatakan bahwa 

pengumpulan bukti bisa dilakukan dengan analisa dokumen- dokumen, 

wawancara investigasi, dan observasi langsung ke lapangan.  

2.2. Whistleblowing merupakan pengungkapan informasi oleh anggota 

organisasi (atau mantan) yang dipandang sebagai praktik ilegal, tidak 

bermoral, atau tidak sah dibawah kendala karyawan kepada orang-orang 

atau organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan (Miceli et al., 

2008). Pentingnya keberadaan whistleblowing dalam mengungkapkan 

kecurangan atau skandal keuangan telah banyak terbukti di awal dekade 

abad kedua puluh satu (Dyck et al., 2010). Efektifitas whistleblowing dalam 

mengungkapkan kecurangan laporan keuangan tidak hanya diakui oleh 

akuntan dan regulator di Amerika Serikat, namun juga di negara-negara lain 

(Patel, 2003; Miceli et al., 2008). Adanya globalisasi perdagangan 

perusahaan sekuritas di bursa nasional juga telah memotivasi legislatif di 

berbagai negara untuk mengadopsi undang-undang yang dirancang untuk 

meningkatkan dan melindungi keberadaan whistleblowing (Lewis, 2008; 

Miceli et al., 2008; Schmidt, 2009). Mengingat pentingnya peran 

whistleblowing dalam mengungkapkan kecurangan keuangan, maka 

pemahaman atas faktor-faktor yang mendasari niat untuk melaporkan 

kecurangan atau penyalahgunaan aset merupakan topik yang sangat penting 

(KPMG Forensik, 2008; Bame-Aldred et al., 2007).  

 

Keruntuhan Enron dan Arthur Andersen merupakan suatu fenomena yang 

dibebabkan perilaku whistleblowing. Spreitzer dan Sonenshein (2004) 

menyatakan bahwa ketika karyawan menyadari adanya praktek ilegal dalam 

organisasi dan berani mengungkapkan hal ini kepada pihak berwenang, 

maka whistleblowing dianggap sebagai tindakan penyimpangan positif 
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karena dilakukan dengan sengaja, dan berani keluar dari norma organisasi. 

Dalam literatur whistleblowing, terdapat perdebatan kontrovesi mengenai 

faktor-faktor yang memotivasi individu untuk melakukan whistleblowing. 

Beberapa orang mungkin melihat whistleblower sebagai pemberani atau 

terhormat sementara yang lain menganggap whistleblowing sebagai perilaku 

tidak etis terhadap organisasi mereka (Gundlach et al., 2003). Meskipun 

demikian, beberapa pihak menyatakan tindakan whistleblowing sebagai 

perilaku menyimpang yang menguntungkan organisasi dan masyarakat 

(Appelbaum et al., 2007). 

 

Istilah whistleblowing di Indonesia diidentikkan dengan perilaku seseorang 

yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di 

organisasi tempat bekerja sehingga memiliki akses informasi memadai atas 

terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Sebenarnya 

whistleblowing tidak hanya melaporkan masalah korupsi, tetapi juga 

skandal lain yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian/ancaman 

bagi masyarakat. Kasus whistleblowing yang popular di Indonesia adalah 

ketika maraknya pemberitaan yang menimpa Kepolisian RI terkait skandal 

makelar kasus. Selain itu juga penyampaian informasi suap dalam pemilihan 

Deputi Senior BI yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat. 

Peran kedua whistleblower tersebut sangat besar untuk melindungi negara 

dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi. 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

Hipotesis saat ini Adanya Pengaruh yang signifikan antara variabel 

whistleblowing dengan hasil audit forensik. 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode primer dan refrensial study. Untuk metode 

primer jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Korelatif yaitu penelitian 

yang bertujuan mengetahui hubungan yang menjelaskan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara variabel independen, terhadap satu variabel 

dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 orang ahli dalam bidang  

akuntansi dan audit. Alasan yang mendasari pemilihan orang ahli dari akuntansi 

dan audit sebagai bahan penelitian yaitu karena orang-orang tersebut mengerti 

proses dari whistleblowing dan audit forensik serta mereka juga sering 

diperhadapkan dengan kondisi yang demikian di KAP mereka. Dari berbagai jenis 

audit  banyak sekali yang susah ditemukan sehingga membutuhkan waktu yang 

Whistleblowing Audit Forensik 
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lama belum lagi sedikitnya informasi sehingga hasil audit andalan tidak dapat 

diambil . Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen 

secukupnya dari populasi, sehinga penelitian terhadap sampel dan pemahaman 

tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan 

sifat dan karakteristik tersebut pada populasi (Sekaran, 2006:123). Teknik 

penentuan sampel menggunakan Convinience Sampling yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan kemudahan peneliti (Mustafa, 2000). Variabel adalah apapun 

yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Adapun 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah whistleblowing dan variabel bebas 

yaitu Audit Forensik. Skala yang dilakukan adalah skala likert. Pengambilan 

hipotesis dari uji regresi linier. Setelah data-data terkumpul maka akan didapat 

sebuah teori simpulan sementara dalam penulisan sehingga pada tahap selanjutnya 

penulis merumuskan alternatif pemecahan masalah berdasarkan data yang didapat. 

Data dipergunakan untuk mempertajam topik, selanjutnya alternatif pemecahan 

masalah dirumuskan dalam bentuk pembahasan yang jelas sehingga akan terjawab 

rumusan masalah di atas. 

Kuesioner yang dibagikan telah diuji validitas dan realibilitasnya. Kuesioner telah 

dibagikan dam ditanggapi oleh beberapa responden yang terpercaya mengerti 

Audit Forensik atau bekerja dibagian audit. Responden penelitian ini adalah 

seseorang yang bekerja dalam bidang Akuntan Publik, Auditor, Pajak. 

Berikut Jenis responden mengisi kuesioner penelitian ini: 

Tabel 1. Jenis Responden 

Jenis Keilmuan Populasi Sampel 

Akuntan Publik 15 12 

Auditor 10 9 

Pajak 10 10 

Jumlah 35 31 

 

Metode referensial study digunakan untuk memaparkan referensi teoritis dalam 

kajian pustaka melalui analisis deduktif dari teori dan pendapat para ahli yang 

diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang mendukung. Literatur sumber 

penulisan dipilih dari sumber yang relevan dengan judul, agar terjadi relevansi  

antara sumber penulisan dengan pembahasan nantinya. Sumber-sumber data 

didapatkan dari data sekunder yakni data yang telah disediakan pada website 
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resmi. Selain itu, sumber literatur lain berasal dari artikel, kajian pustaka, skripsi, 

jurnal dan internet. Sumber literatur dipilih karena pertimbangan efektifitas dan 

efisiensi guna mendukung penulisan karya tulis ini. 

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengambilan hipotesis secara parsial (uji t) 

2.1. Tabel Hasil uji parsial 

. 

Untuk uji H1 berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung 6,466> t 

tabel 2,306 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,00 <0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima, yang berarti " whistleblowing berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil audit forensik dalam pengungkapan korupsi oleh auditor 

pemerintah". 

4.2. Uji Determinasi 

Tabel 2.2. Determinasi R
2
 

 

Berdasarkan Tabel "Ringkasan Model", dapat disimpulkan bahwa whistleblowing 

memiliki dampak 59% terhadap Audit Forensik, sedangkan 41% dipengaruhi oleh 

variabel yang tidak diteliti lainnya. Karena nilai R Square mendekati 1 maka 

kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen lebih kuat. 

4.3.  Cara Penerapannya 

Ada berbagai cara yang harus diberikan uuntuk mendapatkan hasil yang baik 

dalam sistem whistleblowing dalam meningkatkan hasil audit forensik. Perlu 

ditelaah bahwa pengungkapan informasi yang tidak benar bisa saja terjadi. Maka 

telaah yang dilakukan hingga pengusutan investigasi dilakukan berdasarkan atas 3 

strategi. 
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Tahap 1. Penelaah Informasi   Tahap 2 Konfirmasi dan Pembuktian 

Bagan Alir 1 Penelaah Informasi   Bagan Alir 2 Konfirmasi& Pembuktian 

Sumber : PT Pupuk Kaltim   Sumber : PT Pupuk Kaltim 

 

   

Tahap 3. Investigasi Pelaporan dan Tindak Lanjut Investigasi 

Bagan Alir 3 Investigasi Pelaporan dan Tindak Lanjut Investigasi Sumber: PT PUPUK KALTIM 

 

Di atas merupakan sistem whistleblowing yang terhadap kinerja suatu perusahaan 

dan jika dilihat maka bisa diterapkan oleh auditor pemerintah untuk mendapatkan 

hasil audit forensik dengan baik. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pembahasan maka kesimpulan yang 

bisa diambil dari penelitian dengan judul ―Whistleblowing: Meningkatkan 

Hasil Audit Forensik Dalam Pengungkapan Tindakan Korupsi Oleh Auditor 

Pemerintah‖. adalah: 1. Variabel Whistleblowing berpengaruh signifikan 

terhadap audit forensik dalam pengungkapan tindakan korupsi oleh auditor 

pemerintah. 

Selanjutnya adanya beberapa tahap yang diberikan untuk menjadi strategi 

dalam meningkatkan hasil pemeriksaan oleh audit pemerintah. Dengan 

demikian, whistleblowing dapat berkontribusi terhadap peningkatan hasil 

audit Forensik. 

 

4.2.  Saran  

1. Bagi Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia baik di 

pusat pemerintahan maupun di daerah diharapkan dapat memfasilitasi dan 

memberikan bantuan sepenuhnya baik berupa materi maupun non materi 

dalam rangka penerapan whistleblowing dalam proses audit guna 

mengurangi korupsi di Indonesia. 

2. Bagi perusahaan diharapkan ikut serta berperan aktif dalam 

menyukseskan konsep whistleblowing guna mendapatkan performa yang 

baik dari kinerja dan nilai perusahaan. 
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